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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2OO8 ENTAIIG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER]A UNIT PEI.AKSANA TEKIIIIS DINAS BALAI

PEMELIHARMN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORON'TALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA

Menimbang

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa guna meningkatkan pelayanan kq;ehatan kepada

masyarakat, sudah saatnya kita melihat persoalan ke:;ehatan

sebagai suatu faKor utama dan inrrestasi berharga yang

pelaksanaannya didasarkan pada sebuafr paradignla baru yang

biasa dikenal dengan paradigma sehat, yaloi paradigma ket;ehatan

yang mengutamakan upaya promotif dan prreventiif;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 0B Tahun ,2008 1:entang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo

perlu disesuaikan dengan ketentuan perunrCang-undangan;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagtimana dirnaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkrn Peraturan Gubernur

Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 08

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan T'ata Keja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Keselnatan Mandiri

Provinsi Gorontalo,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun t974' tentarng PokotiPokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negarra Reputrlik Inr1onesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah rCengan Undang-lJndang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rerpublik Inrlonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik,.' l
Indonesia Nomor 3890); .-.__J
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentarng Pembr:ntukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran lrlegara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambaharr Lenrbaran Nergara Fl.epublik

Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2tD03 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C13 Nonror 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indrcnesia Nornor 42t36);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemet'intahan

Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahutt 2004

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Rtlpublik Irrdonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 T'ahun 2008 t'entang Pe'ubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 311 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Relpulblik Irrdonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lenrbaran Negara llepublik

Indonesia Nomor a9afl;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20C14 tentang Perintbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomt>r L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kersehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun :2009 Nontor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2011 tenhng Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lemb,aran Neqara l{epublik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepuLtlik Irtdonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nregara {epublik

Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T'ahun 2005 tentang Fedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan tt4inimal (Ltlmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenHng Penbagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintalr, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ktta (k:mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20$t Nomrlr 82, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nontor 4737); I
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Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A07 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Ke[a Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NCIMOR 08 TAHUN
2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DIAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELII{ARMN
KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomclr Cl8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksarur Teknis
Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalc (Berita

Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08) diubah sebagai tlerikut :
1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 pada angka 9 dihepus.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan dan berubah menjadi :

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tug;as melak;anakan
sebagian tugas teknis dinas.

(2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Manajemen
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat denganr memprioritaskan
keluarga miskin dan pengelolaan klinik, mata Provinsi
Gorontalo.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan dan berubah menjadi

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemelihanaan Kesehatan
Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyartkat;
b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) lragi pr:nderita

yang tidak mampu.
c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiiatan

klinik mata Provinsi Gorontalo.
operasional
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4. Ketentuan Pasal t2 ditambahkan dan berubah menjadi sampai

dengan huruf e'

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sr:bagaimana dirnaksucl dalam
pasal 11 Seksi Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo

mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan/data penyusunan per€lncanaan prggranr'l

pemeliharaan kesehatan;
b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kes;ehatan

masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan;

c. melaksanakan kegiatan operasional klinil< mata

Gorontalo;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemt:liharaan

kesehatan dan kegiatan operasional klinik mata;

e. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan penglundanr;an

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannva dalam Elerita D'aerah

Provinsi Goronblo.

pada

Provinsi

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 35
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Oktober 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Oktober 2012
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